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                                     P U T U S A N 

NOMOR <No: Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.  

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

   Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat 

banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah 

Anak antara:  

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Brebes, 23 Desember 1978, agama 

Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota 

Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusrizal, 

S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Legal 

Consultants Yus & Partners, beralamat di Jl. Arjuna I Blok E. 

7 No. 8 RT. 005 RW. 013, Kelurahan Duren Jaya, 

Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus, tanggal 23 Mei 2022, yang telah didaftar 

pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, 

Nomor 0794/Adv/V/2022, tanggal 24 Mei 2022, dengan 

domisili elektronik pada alamat email: 

edi_purwantono@yahoo.com, dahulu sebagai Tergugat 

sekarang sebagai Pembanding; 

melawan 

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Maret 1979, agama Islam, 

pendidikan S.1., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal 

Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin 

Martin, S.H. dan Nia Armila, S.H., Para Advokat serta Legal 

Konsultan pada Kantor Hukum Advokat Erwin Martin & 

Rekan, beralamat kantor di Komplek Kejagung R.I, Jalan 

Telaga Bodas Raya, Blok C. 51, Kota Bekasi, berdasarkan 

SALINAN 

mailto:edi_purwantono@yahoo.com
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Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Mei 2022 yang telah didaftar 

pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, 

Nomor 0744/Adv/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, dengan 

domisili elektronik pada alamat email: 

erwinmartin86@yahoo.com, dahulu sebagai Penggugat 

sekarang sebagai Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

          Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan 

dan berhubungan dengan perkara banding ini; 

DUDUK PERKARA 

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan 

Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 23 

Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 

Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:   

DALAM EKSEPSI 

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke 

verklaard); 

DALAM POKOK PERKARA  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap 

Penggugat (Terbanding); 

3. Menetapkan hak asuh anak yang ketiga Penggugat dan Tergugat yang 

bernama Anak ke 3 Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di 

Jakarta tanggal 27 Januari 2012 berada dibawah hadhanah 

(pengasuhan) Penggugat, dan Penggugat wajib memberi akses kepada 

Tergugat untuk bertemu dengan anaknya; 

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan 

Tergugat yang disebut pada diktum 3 di atas melalui Penggugat sejumlah 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan 

kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 

sebesar 10 % setiap tahunnya; 
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5. Menyatakan gugatan Pengggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke 

verklaard) untuk selain dan selebihnya; 

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah); 

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut, Kuasa Penggugat dan 

Kuasa Tergugat hadir secara elektronik; 

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai 

Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik 

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 08 September 2022 

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 

1837/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 08 September 2022 dan permohonan 

Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat 

yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 08 September 2022 

sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 

1837/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal  08 September 2022;  

Bahwa  selanjutnya Pembanding tidak mengajukan Memori Banding 

sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama 

Bekasi Nomor 1837/Pdt.G/2022/PA.Bks tertanggal 07 Oktober 2022 yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori 

Banding; 

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage secara 

elektronik pada tanggal 04 Oktober 2022 sebagaimana Relaas 

Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 

1837/Pdt.G /2022/PA.Bks. dan Pembanding tidak melakukan inzage 

sebagaimana Veripikasi Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 

1837/Pdt.G/2022/PA.Bks  tertanggal 07 Oktober 2022; 

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage secara 

elektronik pada tanggal 04 Oktober 2022 sebagaimana Relaas 

Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (inzage) Nomor 

1837/Pdt.G/2022/PA.Bks dan Terbanding tidak melakukan inzage 
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sebagaimana Veripikasi Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 

1837/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal  07 Oktober  2022;       

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan                          

Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada 

Ketua Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana surat Nomor W10-

A/3364/HK.05/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang tembusannya 

disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak 

dalam perkara a quo di pengadilan tingkat pertama, dan Pembanding 

mewakilkan kepada para advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 

23 Mei 2022, demikian pula Terbanding mewakilkan kepada para advokat 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022, pemberian kuasa 

tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH 

Perdata junctis Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 

Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 61 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

para pihak tersebut mempunyai legal standing sebagai pihak Pembanding 

dan pihak Terbanding dalam perkara a quo;  

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding 

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 

September 2022 atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan 

secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2022, dan pada saat diucapkan 

Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, sehingga permohonan 

banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke-16 (enam belas) 

menurut hari kalender; 
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Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggat waktu upaya hukum 

banding secara elektronik atas putusan pengadilan tingkat pertama yang 

diucapkan secara elektronik, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik  juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan 

Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan 

Kembali secara Elektronik, menentukan bahwa tenggat waktu upaya hukum 

banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari, dan yang dimaksud 

hari dalam ketentuan tersebut adalah hari kerja; 

Menimbang, bahwa permohonan banding in casu diajukan oleh 

Pembanding pada hari ke-16 (enam belas) menurut hari kalender, 

sedangkan menurut hari kerja adalah hari ke-12 (dua belas), sehingga 

permohonan upaya hukum banding secara elektronik yang diajukan oleh 

Pembanding pada tanggal 8 September 2022 tersebut masih dalam tenggat 

waktu banding menurut ketentuan tersebut; 

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, dalam 

Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5 huruf c memberikan 

pedoman bahwa  untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum 

Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja; 

Menimbang, bahwa karena permohonan banding secara elektronik in 

casu diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 September 2022 atau 

setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang 

terbit pada tanggal 28 Desember 2021, maka penghitungan tenggat waktu 

banding tidak dapat berpedoman lagi pada Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik  juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara 

dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan 
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Kembali secara Elektronik, yakni bukan 14 hari kerja, akan tapi menjadi 14 

hari kalender 

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi,  

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 23 Agustus 2022, dan sesuai 

pula dengan Berita Acara Sidang Nomor 1837/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 

23 Agustus 2022, ternyata Kuasa Pembanding dan Kuasa terbanding telah 

hadir secara elektronik di persidangan pada saat Putusan tersebut 

dijatuhkan, dengan demikian sesuai dengan pasal 199 ayat (1) RBg. jo. 

pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan 

Ulangan di Jawa dan Madura, jo pasal 1 angka (11) Perma Nomor 1 tahun 

2019, dimana  masa bandingnya adalah selama 14 (empat belas ) hari 

kelender,  sejak tanggal dijatuhkannya Putusan tersebut, dan hari  terakhir 

untuk mengajukan banding adalah pada hari tanggal 5 September 2022; 

Menimbang bahwa telah ternyata tanggal 5 September 2022, hari 

Senin adalah hari kerja, bukan hari libur, sehingga tidak ada pengunduran 

akhir masa banding ke hari berikutnya;      

Menimbang,  bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding 

Nomor 1837/Pdt.G/2022/PA.Bks, ternyata permohonan banding oleh 

Pembanding tersebut diajukan pada tanggal 8 September 2022, dengan 

demikian permohonan banding yang diajukan tersebut telah melewati 

tenggang waktu banding yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (5) RBg. jo. 

pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, jo pasal 1 angka 

(11) Perma Nomor 1 tahun 2019, oleh karena itu permohonan banding 

tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dinyatakan tidak 

dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo mengenai sengketa dalam 

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  biaya perkara dalam tingkat 
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pertama dibebankan kepada Penggugat  dan biaya perkara dalam tingkat 

banding dibebankan kepada Pembanding; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan  permohonan banding Pembanding secara formil tidak 

dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); 

2. Membebankan kepada  Pembanding untuk membayar biaya perkara 

pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah); 

 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 03 November 

2022 Masehi, bertepatan  dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh 

kami Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. sebagai Ketua Majelis serta             

Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No: 

Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg. tanggal 10 Oktober 2022. Putusan tersebut 

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. 

Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  Pembanding dan 

Terbanding;  

Ketua Majelis 

     ttd 

 

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. 
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Hakim Anggota 

ttd 

Drs. H. Ali Imron, S.H. 

Hakim Anggota 

ttd 

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H.,M.H. 

Panitera Pengganti 

ttd 

Drs. E. Arifudin. 

Rincian biaya: 

1.  Biaya Proses Rp 130.000,00  

2. Redaksi Rp   10.000,00  

3. Meterai Rp   10.000,00  

 Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

 Untuk salinan sesuai dengan aslinya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 

 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 

 


